NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM )
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT PROMOSI DAN
PENGEMBANGAN USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PADA INFRASTRUKTUR PUBLIK

NOMOR: 19/NKB/M.UMKM/2025
NOMOR: 22/PKS/M/2025
NOMOR: PJ-MHB 13 Tahun 2025
NOMOR: 100.4.7.1/9525/SJ
NOMOR: MoU-01/BPU/11/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua
puluh lima (27-11-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
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1. MAMAN
ABDURRAHMAN

2. DODY HANGGODO

3. DUDY
PURWAGANDHI

4. MUHAMMAD TITO
KARNAVIAN

5. DONY OSKARIA

Selaku Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Republik Indonesia, berkedudukan di JI. Gatot
Subroto No. Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU,

Selaku Menteri Pekerjaan Umum Republik
Indonesia, berkedudukan di JI. Pattimura Nomor 20,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia,
berkedudukan di JI. Medan Merdeka Barat Nomor 8,
Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
Selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
berkedudukan di JI. Medan Merdeka Utara No. 7,
Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK
KEEMPAT,;

Selaku Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha
Milik Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
JI. Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Gambir,
Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK
KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK
KELIMA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan
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secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Berdasarkan kewenangan masing-masing,

PARA PIHAK sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Nota

Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tempat Promosi dan

Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Infrastruktur

Publik, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1)

2)

(1)

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk
mendukung implementasi regulasi terkait penyediaan tempat promosi dan
pengembangan usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada infrastruktur
publik, sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pemanfaatan ruang
komersial pada infrastruktur publik untuk tempat promosi dan pengembangan
usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah sehingga berdaya saing dan naik

kelas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. koordinasi dan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK;

b. pertukaran data dan informasi;

(o]

. pemberdayaan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah;

o

. sosialisasi dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau

0]

. kegiatan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendukung program/kegiatan penyediaan dan pemanfaatan tempat promosi dan
pengembangan usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada infrastruktur

publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut
dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA
PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk di lingkungan PARA PIHAK
dan/atau sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota
Kesepahaman ini dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara terkait, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu
PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau
mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut
secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana pengakhiran Nota
Kesepahaman.
Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota
Kesepahaman tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan
Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota

Kesepahaman ini.



PASAL 5
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung
jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
ADENDUM
(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hal-hal yang belum
atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, ditetapkan dalam bentuk

adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara

musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KERAHASIAAN

(1) Setiap informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali
ditentukan bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua
pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku
bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
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PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10
KORESPONDENSI
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk

masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk
Kedudukan

Surel

. PIHAK KEDUA
Pejabat yang ditunjuk

Kedudukan

Surel

. PIHAK KETIGA

Pejabat yang ditunjuk
Kedudukan

Surel

. PIHAK KEEMPAT

Pejabat yang ditunjuk
Kedudukan

. Asisten Deputi Kemitraan, Rantai Pasok dan

Pemasaran Usaha Kecil

- JI. Gatot Subroto No.Kav. 94, Pancoran, Jakarta

Selatan

: mitrapasok.uk@umkm.go.id

. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol

: Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan

. bpjt.umum@pu.go.id

: Kepala Biro Hukum
: JI. Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta,

10110

: birohukum@kemenhub.go.id

: Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama
: JI. Medan Merdeka Utara, No.7, Jakarta Pusat,

10110
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(2)

(3)

(1)

(2)

Surel . fasker-setien@kemendagri.go.id

e. PIHAK KELIMA

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi
Dukungan Strategis

Kedudukan : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta
Pusat 10110

Surel : bag.humas@bumn.go.id

Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut
secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum
terjadinya perubahan.

Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
diterima oleh PIHAK lain, maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan

kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11

PENUTUP
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari
dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam 5 (lima)
rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing 1 (satu)
rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani.



SEPULUH RIBU RUFIAH

__—PIHAK KEDUA,
_ .‘.?ﬁﬁgﬁ"a.f\.-



